NOMOR

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
: 800.1.10.3/Kep. 57 -BKPSDM/2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK

Menimbang

Mengingat

a.

1.

PEGAWAI NEGERI SIPIL
-

bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian
gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil, perlu memberikan delegasi wewenang untuk
penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6879);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 15);

. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 23);

. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tembusan:

3-

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 memberikan delegasi
wewenang kepada H. Hendra Nirmala, S.Sos., M.Si
NIP. 19681022 198803 1 001 jabatan Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten  Cirebon untuk menetapkan  keputusan
penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4

O FPebruari 2024

BUPATI CIREBON,

0N
P
IMRON

1. Yth. Kepala BKN di Jakarta;

2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;

3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



Kepada
Dari

Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

s

£ .

" PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : http://bkpsdm.cirebonkab.go.id email ‘bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER-45611

NOTA DINAS

: Bapak Bupati Cirebon

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon

- 2l Tebrvan 2024

:800.1.10.3/ 53 /PKAP

. penting

. 1 (satu) berkas

. permohonan  penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai
Negeri Sipil ‘

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti pemberlakuan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil
menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji
Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam
Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dalam
Pasal 4 disebutkan bahwa wewenang penetapan penyesuaian gaji pokok
dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang bertugas di bidang kepegawian
atau bidang keuangan.

Sehubungan hal tersebut, kami telah menyusun rancangan Keputusan
Bupati Cirebon tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian
Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir. Selanjutnya Kami
mohon perkenan Bapak Bupati untuk menandatangani rancangan Keputusan
Bupati dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perkenannya,
disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaijgn dan
Pengembangan Sumber D#¥a Manusia
Kabupaten Cirelfon

H.HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan:

1. Yth. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cirebon:
2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon:
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



